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ABSTRAK 

Dengan teori penegakan hukum kajian studi kasus sebagai dasar pengambilan keputusan 
untuk menangani cyberbullying tentang suatu fenomena yang berkaitan erat maka 
implementasi dihasilkan karena ada proses penegakan hukum dari putusan tersebut oleh 
aparat penegak hukum yang harus mempertimbangkan aspek kekerasan dan perlindungan 
terhadap perempuan sebagai korban dengan adanya perlindungan hukum yang sesuai, 
penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menghentikan tindak pidana 
cyberbullying yang melibatkan ancaman kekerasan dengan didukung kekuasaan 
kehakiman yang komprehensif dan efektif dalam mewujudkan keadilan terhadap korban 
serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yang 
bersifat yuridis normatif (legal research) dengan jenis pendekatan perundang-undangan 
(in abstacto) dan pendekatan studi kasus dengan teknik analisis deskriptif memaparkan 
adanya suatu peristiwa atau kondisi hukum yang ada di dalam kasus putusan tersebut dan 
analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum 
terhadap fakta atau peristiwa hukum. Kekerasan yang sering terjadi termasuk ancaman 
kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius dan masih terus menerus 
terjadi di indonesia. Banyak perempuan yang mengalami ancaman kekerasan namun 
mereka memilih untuk diam karena rasa aib atau takut akan ancaman pelaku kekerasan. 
Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan melihat 
contoh kasus pada putusan yang menjadi fokus peneliti dalam memberikan penegakan 
hukum pada pelaku dan menciptakan keadilan bagi korban. 

 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Cyberbullying, Ancaman Kekerasan 
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ABSTRACT 

With the theory of law enforcement, case study studies as the basis for making decisions 
to deal with cyberbullying about a closely related phenomenon, the implementation is 
produced because there is a law enforcement process from the decision by law 
enforcement officers who must consider aspects of violence and protection of women as 
victims with appropriate legal protection, law enforcement can be more effective in 
preventing and stopping cyberbullying criminal acts involving threats of violence 
supported by comprehensive and effective judicial power in realizing justice to victims 
and ensuring legal certainty for perpetrators. This research uses a normative juridical 
method (legal research) with a type of legal approach (in abstacto) and a case study 
approach with descriptive analysis techniques describing the existence of an event or 
legal condition in the case of the decision and prescriptive analysis by providing 
arguments for the results of research that have been carried out with an assessment of 
right or wrong or according to the law on facts or legal events. Violence that often occurs 
including the threat of violence against women is a serious problem and continues to 
occur in Indonesia. Many women experience the threat of violence but they choose to be 
silent because of disgrace or fear of the threat of violent perpetrators. Violence against 
women is a problem that needs to be addressed by looking at examples of cases in 
decisions that are the focus of researchers in providing law enforcement to perpetrators 
and creating justice for victims. 

Keywords: Law Enforcement, Cyberbullying, Threats of Violence 
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MOTTO 

“Make it Happen, Shock Everyone.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat luasnya berakses 

internet yang didapatkan manusia dengan cara terhubung dan berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya, membuat penggunaan teknologi ini cenderung pada 

pengguna media sosial yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia 

teknologi. Menurut Brenda Nawawi, kejahatan dunia maya dikenal karena 

klasifikasi kekhasan baru yang muncul sebagai tindakan kriminal dengan dampak 

langsung yang diperoleh dari kemajuan inovasi data. Beberapa nama diberikan 

untuk jenis kejahatan baru ini dalam berbagai karyanya, termasuk: "kejahatan 

internet" (kejahatan internet/ruang virtual), elemen lain dari "kejahatan teknologi 

tinggi", komponen lain dari "kejahatan transnasional", dan komponen lain dari 

"kejahatan kelas menengah". 1  

 Adapun yang menjadi penyebab atas terjadinya tindak pidana dengan 

minimnya rasa tanggung jawab dari dalam diri pelaku tindak pidana. Minimnya 

rasa bersalah membuat pelaku tindak pidana merasa dan tidak menyadari fakta 

atas tindakanya merupakan larangan yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan.2 Di indonesia secara hukum telah memiliki pengaturan hukum yang 

dimiliki yakni Undang-Undang berfokus atas kejahatan dunia maya dengan 
 

 

1 Kejahatan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia PT DSFI, 
Syah Rani Azura, Izari, Sauh Galia Maharani, hlm. 21 
2 Ali, 2012: 150 
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sebutan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU 

ITE. Undang-Undang ini telah mengalami banyak perubahan dimulai dari tahun 

2008 hingga sekarang terdapat perubahan kedua dari Undang-Undang tersebut. 

 Dalam hal ini Undang-Undang selalu berkembang dengan meninjau 

perkembangan langsung di masyarakat, sebab hukum merupakan alat perancang 

sosial atau social designing instruments selalu adanya pembaharuan yang 

dilakukan dengan tujuan semata-mata dalam rangka melindungi kepentingan 

masyarakat.3 Adanya internet yang menyediakan segala macam informasi baik 

yang bersifat muatan positif maupun negatif dalam munculnya berbagai bentuk 

kejahatan yang berdampak pada kejahatan di kalangan pengguna media sosial. 

Dampak negatif yang timbul dari internet adalah : Internet addiction, 

Cyberbullying, Pornography, Penipuan, dan Kekerasan yang mendistrosi 

perkembangan setiap individu. 

 Das sein : penegakan dalam praktinya memiliki kondisi yang hadir di 

masyarakat. Dalam kasus cyberbullying menggunakan penerapan aturan hukum 

yang ada seperti Pasal 27B, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

maupun Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik keduanya sama mengatur berkaitan ancaman kekerasan. 

Namun, seringkali terbatasnya sumber daya dalam dinamika interaksi anatar 

hukum dan masyarakat sehingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat.  

 
 

3 Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, Faktor Penyebab Cyberbullying yang 
Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta, JPHK Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 
1 No. 2, September 2020, Hlm.182. 
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 Cyberbullying dengan aktivitasnya menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi secara disengaja ini lebih berkonteks pada kekerasan verbal guna 

membuat takut, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang ditunjuk 

yang dilakukan pelaku dengan hal komentar negatif menuliskan kata-kata 

menyakitkan pada postingan, pesan personal gelap berisi ancaman kekerasan yang 

tidak diketahui identitasnya, dan menyebarkan postingan atau profil di media 

sosial bertujuan mengejek dan menghina orang lain 

 Marak terjadinya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang 

terkait Cyberbullying yang lebih jelas dalam pengaturan hukumnya agar ditindak 

sesuai dengan konsekuensinya dan menjadi sistem dalam memerangi kejahatan 

diperlukannya pertimbangan faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga kasus 

cyberbullying dapat diminimalisirkan. Dengan adanya pengaturan hukum yang 

ada dalam UU ITE diharapkan dapat menjadi langkah pengambilan tindakan tegas 

untuk aparat penegak hukum dalam penyelidikan kejahatan cyberbullying di 

indonesia terkhusunya sebagai pedoman dasar pembelajaran pada pengguna 

media sosial. 

 Adapun hasil dari databoks kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) 

selama lima tahun terakhir, Komnas Perempuan terus mengalami perkembangan. 

Pada tahun 2017, hanya 16 pengaduan KSBG yang masuk ke Komnas 

Perempuan. Jumlah tersebut kemudian terus meningkat pada tahun-tahun 

berikutnya, mencapai 1.721 kasus pada tahun 2021. Selama tahun 2020, Komnas 
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Perempuan menerima 940 pengaduan KSBG, meningkat 83% dari tahun 

sebelumnya.4 Dengan gambaran tabel sebagai berikut : 

 

TABEL 3. 1 Hasil Databoks kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) 

*Komnas Perempuan mencatat jumlah perkara KSBG tahun 2021 terdiri atas 855 

perkara di ranah pribadi dan 866 perkara di ranah luas. 

 Banyak orang yang tidak mengetahui dan menyadari jika terjadinya 

cyberbullying dapat mengakibatkan tindakan pidana karena termasuk dalam hal 

tindakan kekerasan ataupun perundungan. Pertanggung jawaban ini merupakan 

bukti yang menjadikannya berkaitan dengan penegakan hukum namun menjadi 

persoalan dalam hukum mengingat dengan penegakan hukum yang telah diatur 

namun kurangnya keterlibatan pengguna media sosial dengan maksud kesadaran 

 
 

4 Databoks.katadata.co.id, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Siber Terus Naik Sejak 
2017, diakses pada 22 juni 2024 
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hukum diri pada setiap individu. Hal tersebut terjadi pada pengguna media sosial 

merupakan hal menarik untuk dikaji dan diketahui rasio penggunaan media sosial 

saat ini yang telah meningkat pesat. Jika tindakan cyberbullying ini terus-menerus 

dilakukan akan berakibatkan pada korban secara mental, emosional maupun fisik 

bahkan seringkali menjadi depresi, dengan mengurung dirinya sendiri dan 

menjadikannya ketidakpercayaan diri yang tertanam dalam diri sendiri. 

 Das Sollen : perlindungan hukum yang berfokus sebagai harapan dengan 

menekankan perlindungan perempuan secara hukum sebagai korban tindak pidana 

cyberbullying. Dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan yang 

menunjukkan mengenai pemberantasan segala jenis penindasan terhadap 

perempuan sehingga mendapatkan hak asasi manusia yang telah didapatkan sejak 

lahir. 

 Dengan proses dalam implementasikan norma hukum secara nyata sebagai 

sarana pembinaan tingkah laku dalam hubungannya dengan hubungan hukum dan 

kehidupan bermasyarakat diperlukannya prinsip negara hukum yang dapat 

berjalan baik dengan mengupayakan keadilan serta bertujuan mengupayakan 

penegakan hukum. Dalam struktur hukum terdapat adagium yang selalu terlintas 

dengan menyatakan Fiat Justitia Ruat Caelum yang artinya meskipun dunia 

runtuh keadilan dalam hukum harus ditegakkan. 

 Penegakan hukum bertujuan dalam meningkatkan keamanan serta kepastian 

hukum yang didapat dalam lingkungan bermasyarakat sehingga masyarakat 

merasakan dampak dalam memperoleh hak-hak dan kewajibannya dengan bentuk 

perlindungan. Dengan pengertian sempit, terhadap usaha aparat penegak hukum 
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untuk menjamin terlaksananya hukum. Tujuannya dari penegakan hukum 

dilakukan agar menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian. 

Mengingat minimnya kasus cyberbullying yang terungkap didalam penegakan 

hukumnya dikarenakan seringkali dianggap hal sepele tetapi bukan berarti kasus 

cyberbullying jarang terjadi. Faktanya, kegiatan bullying dalam bermedia sosial 

ini terus meningkat dan dapat diketahui bersama mayoritas pengguna media sosial 

kebanyakan tidak mengetahui atau minimnya pengetahuan serta pemahaman yang 

berkaitan dengan cyberbullying yang bahkan sudah memiliki aturan sendiri yang 

telah diatur sebagai bagian dari tindak pidana berlandas Undang-Undang. 

 Dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dapat di implementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam perbuatan mengandung akibat yang 

harus diterima bahwa pelaku melakukan unsur “ancaman kekerasan” kepada 

korban hanya karena korban sering menolak ajakan pelaku untuk jalan-jalan 

keluar sehingga membuat pelaku marah dan sakit hati dan pelaku mengirimin 

pesan Whatsapp dengan kata-kata yang mengancam korban dengan "Ketemu aku 

habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak 

hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, 

dan hariharimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan 

kalua semua omonganku itu nyata.” Dan akibat dari perbuatan ancaman kekerasan 

yang dengan kualifikasi non verbal tersebut menyebabkan korban merasa 

ketakutan secara psikis. Maka dalam pertimbangan hakim, hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan maka dijatuhi hukuman pidana 

berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 
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11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang menjadi 

permasalahan adaah hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan 

yakni pelaku telah melakukan residivis atau pelanggar berulang; meskipun 

pelanggar berulang seharusnya menerima hukuman yang lebih berat karena 

mereka telah melakukan hal yang sama berulang kali, pada kenyataannya, mereka 

hanya menerima setengah dari hukuman mereka atau tidak sesuai yang bikin 

memberatkan untuk pelaku. 

 Dengan demikian kebijakan dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk 

meminimalisirkan terjadinya tindak pidana bullying dalam bermedia sosial dengan 

berbagai sarana penegakan hukum yang dapat diperoleh oleh pelaku kejahatan 

dengan unsur bullying dalam menegakan hukum yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan. Permasalahan diatas dapat dibentuknya penjelasan 

mengenai kebijakan hukum dalam mengatur tindak kejahatan tersebut. Maka 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum dan bentuk 

penegakan hukum tindak pidana cyberbullying dalam UU ITE. 

 Sehingga urgensi dari penelitian ini fenomena cyberbullying yang hadir terus 

mewarnai dalam kehidupan sosial media membuatnya tak jarang ketidakadilan 

bagi para pencari keadilan maka penegakan hukum akan dianggap baik jika secara 

keseluruhan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyelesaikan 

kasus cyberbullying dalam media sosial. Untuk menggapai keadilan dalam 

penegakan hukumnya diperlukan adanya penelitian tentang penegakan hukum 

bagi pelaku dengan menggunakan studi kasus didalam putusan yang telah 

menerapkan teori penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
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hukum. Sehingga, hal tersebut yang membuat penulis untuk menyusun skripsi 

dengan urgensi penelitian yang telah dijelaskan. 

 Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengangkat masalah 

dengan tema yang sama atau hampir sama sebagai berikut : 

1. Penegakan Hukum Pada Cyberbullying Berdasarkan Norma Yang 

Diatur Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. Oleh Idham Rahmansyah Hafiizh, dengan menemukan penyelesaian 

penegakan hukum yang dapat masuk dalam KUHP sebagai dasar rujukan tindak 

pidana namun berlaku UU ITE dengan upaya sebagai pertanggungjawaban 

pelaku. 

2. Analisis Tindak Pidana Cyberbullying (Studi Kasus Nomor 

471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn). Oleh Arif Fadilah, dengan menemukan pandangan 

terhadap tindak pidana cyberbullying berdasar acuan putusan secara hukum positif 

dan hukum islam. 

3. Analisis Yuridis Tindakan CyberBullying (Perundungan di Dunia 

Maya) sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Oleh Archindy 

Gita Hemalyana Putri, dengan menemukan dampak hukum kepada pelaku tindak 

pidana dalam cyberbullying dan bentuk perlindungan pada korban. 

 Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian berdasar pada penegakan 

hukum dengan menggunakan kasus Putusan tahun 2022 sehingga objek penelitian 

yang berfokus pada pelaku dengan penegakan hukum dan bentuk penegakan 
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hukum serta,  putusan yang digunakan adalah putusan terbaru yang belum pernah 

diteliti oleh peneliti sebelumnya. 

 Maka berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas mengenai Tindak 

Pidana cyberbullying, maka penulis mengangkat judul “PENEGAKAN HUKUM 

DALAM UU ITE GUNA MENINDAK PELAKU CYBERBULLYING 

DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 

566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penegakan hukum dalam menindak pelaku cyberbullying 

dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 

566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ? 

2. Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam menindak pelaku 

cyberbullying dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 

566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam proses pertanggungjawaban 

pelaku terhadap cyberbullying dengan ancaman kekerasan berdasar 

putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Mlg. 

 

2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum menggunakan teori dari 

Lawrence Meir Friedman dalam proses pertanggungjawaban pelaku 
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terhadap cyberbullying dengan ancaman kekerasan pada putusan Nomor 

556/Pid.Sus/2022/PN Mlg. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk teoritis / akademis : 

 Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat menambah kajian teori penegakan 

hukum yang sama namun berbeda terhadap penyelesaian dalam penegakan kasus 

yakni berdasarkan pada aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terhadap kasus perundungan atau cyberbullying dengan unsur ancaman 

kekerasan 

2. Manfaat secara praktis yakni : 

 A. Bagi masyarakat dan korban, sebagai bentuk kepedulian dan titik terang 

dalam melindungi kepentingan mental dan masa depan terhadap korban yang 

mengalami tindakan bullying yang dimaksud perbuatan buruk dan memberikan 

dampak ke korban yang berkelanjutan bisa ditangani secara serius kasus bullying 

dalam media sosial ini agar tidak lagi dianggap remeh. Karena hal tersebut 

merupakan tindak kejahatan pidana. 

 B. Bagi aparat penegak hukum di indonesia, khususnya polisi siber dalam 

mengusahakan penegakan hukum cybercrime yang berkomitmen dalam 

menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Hukum dapat 

ditegakkan atau berjalan sesuai bila parat penegak hukum memiliki kredibilitas, 

kompeten, dan independen. 
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1.5 Metode Penelitian 

 Unsur-unsur dalam penyusunan penelitian ini menggunakan referensi dari 

buku Prof. Dr. I Made  Pasek Diantha, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif dan juga buku Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri 

Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.HI., S.H., M.H, Metodologi Riset Hukum 

dalam justifikasi teori hukum adalah : 

1.5.1 Jenis pendekatan penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif 

(legal research) adapun jenis pendekatan perundang-undangan (in abstacto) yakni 

sebagai dasar dalam melakukan analisis dengan mengandung norma hukum dan 

pendekatan studi kasus dibuat untuk menjawab pertanyaan atau menjadi 

pemecahan masalah dengan aturan hukum yang telah berlaku dalam penyelesaian 

suatu kasus. Adapun akan disajikan 1 (satu) kasus yang akan diangkat berkaitan 

dengan judul penelitian ini. 

1.5.2. Pengumpulan bahan hukum 

 Bahan yang didapatkan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer atau 

pokok yaitu dengan identifikasi data kepustakaan secara sistematis dengan 

menunjukan bahwa penelitian ini didasarka pada fakta-fakta sosial yang 

berhubungan dengan belakunya regulasi yang nyata melalui persepsi pengamatan 

langsung berdasar pada :  
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- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

- Putusan Pengadilan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg 

 Bahan hukum sekunder berdasarkan penjabaran dari dasar hukum sebagai 

pendukung dari data yang digunakan antara lain : buku atau jurnal yang memuat 

mengenai standar-standar penting (asas hukum) pandangan para ahli hukum 

(peraturan), hasil-hasil penelitian terkait penegakan hukum cyberbullying, serta 

peraturan internal yang telah dibuat oleh pihak dalam menerapkan Undang-

Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat kapasitas 

keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan kejadian agar hasil yang diberikan 

menjadi objektif. 

 serta bahan tersier (penunjang) dengan membantu bahan hukum sekunder 

antara lain : data sensus, internet, kamus bahasa hukum, ensiklopedia yang 

menjadi hal penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. 

1.5.3 Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Dalam menganalisa konsep hukum isi putusan dengan sifat deskriptif yang 

memaparkan adanya suatu peristiwa atau kondisi hukum yang ada di dalam kasus 

putusan tersebut dan sifat preskriptif dengan memberikan pembenaran atas hasil 

penelitian beserta penilaian apakah hasil tersebut benar atau salah atau bagaimana 

hukum yang seharusnya berlaku terhadap fakta atau peristiwa hukum. Dengan 

teori penegakan hukum umum, khusus, dan penegakan hukum siber serta, 
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cyberbullying sebagai tindak pidana. Kajian studi kasus sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk menangani cyberbullying tentang suatu fenomena 

yang berkaitan erat dengan individual, organisasi sosial, dan politik dari peristiwa-

peristiwa kehidupan nyata terhadap tindak pidana cyberbullying dalam penegakan 

hukumnya. 

 Dan menggunakan klasifikasi sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini 

menjabarkan fakta secara rinci berdasarkan kualitas logis orang atau kelompok 

untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik suatu fenomena mengenai 

hubungan antar kepentingan dan semua nilai yang dianut. Hal ini karena 

penelitian ini menyangkut data dan konsekuensinya terhadap analisis. 

1.6 Sistematika Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Uraian bab pertama atau bagian utama menjelaskan uraian dimulai latar 

belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat dari 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini mencakup dalam bab 

pendahuluan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Uraian bab kedua, menjelaskan tentang  secara teoritis dari masalah yang 

diteliti dengan mengembangkan beberapa refrensi atau bahan pustaka yang 

relevan dengan topik penelitian yang berisi Penegakan Hukum secara umum, 
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khusus dan hukum siber, Cyberbullying sebagai Tindak Pidana sebagai refrensi 

pendukung dalam penelitian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Uraian bab ketiga, ini terdapat sajian hasil dari penelitian dan pembahasan 

yang menghubungkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum dari analisis studi kasus dalam 

putusan tersebut. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Uraian bab keempat, berisi kesimpulan dari hasil-hasil dalam penelitian dan 

pembahasan serta saran yang menjadi kesimpulan sementara dalam melandaskan 

atau mengemukakan aspek harapan ataupun pengembangan yang dapat 

dilakukan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cyberbullying sebagai bagian dari Tindak Pidana Hukum 

Siber  

 Menurut Peter Smith, memberikan pengertian dari cyberbullying sebagai 

suatu tindakan atau perbuatan buruk dilakukan dengan sengaja oleh diri individu 

atau sekelompok orang dengan memanfaatkan hal buruk kecanggihan teknologi.5 

Hal tersebut juga serupa diungkapkan oleh Feinberg dan Robey, cyberbullying ini 

dilakukan dengan mengirimi pesan atau gambar yang menjadi penyebab bahaya 

nya dan kekejaman yang dilakukan menggunakan internet (seperti, pesan cepat 

atau singkat, perangkat elektronik komunikasi, dan situs jejaring atau 

menggunakan perangkat digital sosial yang lain.6  

 Untuk itu tantangan yang sering didapatkan pada para pelaku cyberbullying 

ini tidak diketahui secara jelas mengenai tampilan fisik atau alamat identitas dan 

biasanya hal tersebut disembunyikan atau tidak terlihat.7  

 Adapun bentuk-bentuk menurut Barbara Coloroso, yakni Bullying dapat 

dilakukan secara verbal, fisik, maupun bullying secara psikis, cyberbullying.8 

 
 

5 Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al., Cyberbullying di Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja 
Sekolah Menengah Pertama, 2023 
6 R. Wuladari, N. Hidayah, Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk 
Menurunkan Perilaku Cyberbullying, 2018 
7 Ratna Wulandari, Nur Hidayah, Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk 
Menurunkan Perilaku Cyberbullying, 2018 
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Dengan jenis dari cyberbullying yang banyak sekali dalam pandangan Chadwick 

sebagai berikut :  

a. Provokasi: sering mengirim pesan yang berisi penyerangan, pesan yang 

tidak sopan dan sering menyinggung perasaan dengan cara mengirimkannya 

sepanjang hari atau malam. Beberapa pelaku bahkan sering mengirim pesan ke 

diskusi publik, saluran diskusi atau majalah dinding sehingga banyak orang 

mengetahui dan dapat melihat pernyataan mereka yang mengancam. 

b. Analisis (Denigration): memberikan data yang berhubungan dengan 

orang lain dengan isi yang menyinggung dan kenyataanya dibuat-buat melalui 

posting di halaman situs, mengirim email kepada orang lain atau teks dengan 

memposting atau mengirim foto-foto yang dimodifikasi dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan keadaan sebenarnya. 

c. Flaring: melakukan hasutan di internet atau memberikan argumen terus-

menerus dengan menggunakan pesan elektronik melalui teks atau pesan yang 

bertujuan untuk mengganggu atau membuat keadaan menjadi panas dengan 

menggunakan bahasa yang tidak senonoh, mengejek, mengganggu, gambar dan 

foto untuk menimbulkan perasaan pada korban. 

d. Pantomim: seseorang yang menggunakan akses yang tidak sah ke dalam 

hiburan daring milik orang lain dengan tujuan yang buruk atau menyamarkan 

 
 

8 Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai 
Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik, Nommensen Journal of Legal 
Opinion (NJLO), Vol. 02 No. 02 Juli 2021, hlm. 234 
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dirinya dengan cara mengirim pesan atau mengunggah sesuatu yang 

mengakibatkan rasa malu bagi pemilik akun. 

e. Penyamaran: dengan mengaku sebagai seseorang atau bahkan membuat 

nama akun atau alamat email palsu. bahkan memperoleh email atau telepon 

seluler dari seseorang sehingga timbul kecurigaan seolah-olah bahaya tersebut 

dikirim oleh orang lain. 

f. Nama samaran: Menggunakan nama yang tidak jelas seperti "alias" atau 

nama panggilan daring lainnya untuk menyembunyikan identitas seseorang. Di 

internet, sebagian orang hanya menggunakan nama samaran, yang dapat 

mengakibatkan situasi yang berbahaya atau menghina karena identitas mereka 

disamarkan. 

g. Pengungkapan: dengan cara memperlihatkan kepada orang lain dengan 

cara mengirim pesan pribadi, misalnya pesan singkat atau teks secara terus-

menerus dengan segala upaya yang dilakukan untuk menyebarkan rahasia atau 

informasi buruk seseorang yang bersifat mempermalukan atau menyesatkan 

korban agar mengungkap informasi palsu dan mengandung konten yang 

melanggar hukum. 

h. Cyberstalking : bentuk penguntitan atau pelecehan dengan cara berulang 

atau terus menerus mengirimkan pesan atau kegiatan online lainnya yang 
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didalamnya berisi ancaman bahaya menjadikan korban takut atas 

keselamatannya.9 

 Menurut Huge D. Barlow, “A human act that violates the criminal law.” Dan 

menurut Van Bemmelen “setiap pebuatan yang bersifat susila dan merugikan, 

yang menimbulkan kegelisahan yang begitu besar pada setiap diri yang hidup di 

masyarakat  mempunyai hak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan 

terhadap perbuatan salah dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan sebagai 

akibat dari perbuatan tersebut”. Perumusan cyberbullying ini sangat beragam dan 

mengandung unsur kejahatan menurut pendapat Kimball, bahwa unsur-unsur 

kejahatan terkandung sebagai berikut : 

1. sebagai pemeran atau pelaku (an actor) 

2. dengan pikiran bersalah (mens rea) 

3. siapa yang menyebabkan 

4. membahayakan 

5. dengan cara atau suasana tertentu, dan; 

6. seorang pembuat undang-undang yang telah memutuskan bahwa 

keadaan ini membuat pelaku dapat dikenakan denda, penjara, atau hukuman mati. 

 Untuk itu sistem hukum di indonesia telah memberlakukan ketentuan khusus 

atas tindakan perundungan merupakan tindakan pidana.10 Cyberbullying termasuk 

 
 

9 Op.Cit, Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al, hal 35. 
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dalam kategori tindak pidana karena melakukan kejahatan dalam teknologi 

demikian pula para pelakunya dapat dijerat tindakan hukum yang telah diatur, 

namun spesifikasi dalam unsur didalam pengaturan hukumnya masih belum diatur 

secara terperinci namun dengan unsur ancaman kekerasan telah dilandaskan oleh 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adapun delik 

aduan yang dapat dilakukan dalam aturan KUHP yang tidak dapat terpisahkan 

dengan norma hukum pokok.  

 Bahkan sanksi-sanksi atas tindakan cyberbullying diantaranya :  

Sanksi Hukum : Ketentuan hukum perundungan didunia siber diatur dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 27 ayat (1) 

pasal 27 ayat (3) pasal 29, dan Pasal 45B mengandung unsur ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian 

materiil.11  

Sanksi moral : menurut Lucky Nurhidayanto, yang dapat dijadikan 

penanggulangan dalam kegiatan perundungan atas perilaku pelaku yakni : 

1. dengan merubah cara pandang sebagai korban dengan selalu merasa 

percaya diri 

2. tidak menghiraukan informasi yang menyudutkan 

3. jangan memberikan respon berlebihan 

 
 

10 Buku Cyberbullying, Dr.Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., MH. 
11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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4. menjadikan nya sebagai bahan motivasi 

5. memaafkan perbuatan12 

 Sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T Kansil, perlindungan hukum 

merupakan beberapa usaha hukum dilakukan wajib oleh aparat penegak hukum 

dengan memberi rasa aman; entah secara psikis maupun fisik untuk 

menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan serta berbagai 

bahaya yang berasal dari pihak manapun..13 Dari beberapa ilmuwan diketahui 

Plato mengatakan bahwa Perempuan digambarkan mempunyai kekuatan rohani 

dan jasmani. Meski mentalitas perempuan kurang kuat dibandingkan laki-laki, 

namun hal ini tidak mempengaruhi cara mereka menjalani hidup. Secara biologis 

dari segi fisik, perempuan dibedakan dengan perempuan bertubuh lebih kecil dari 

laki-laki, suara bawaannya lembut, perkembangan tubuh perempuan cepat, 

kekuatan yang dimiliki perempuan tidak sekuat laki-laki dan lain sebagainya. 

Bahkan Undang-Undang sendiri mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap 

Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 7 Tahun 1984 dengan melakukan 

penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.14  

 Namun fakta berbeda terjadi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik menurut kajian Komnas Perempuan sedang menindak sejumlah pasal 

UU ITE yang bersifat sederhana yang berakibat kekurangan dan dalam penegak 

hukum dibeberapa kasus cenderung memojokkan perempuan, pasal ini dinilai 

 
 

12 Lucky Nurhidayanto, Op.Cit., Hlm.120 
13  Hukumonline.com, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada 17 Juni 
2024 
14 Buku Drs. Suhasril, S.H., M.H. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Hal.98 
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tidak bermuatan yang mudah khususnya di pihak perempuan dengan mendapatkan 

kesetaraan dan keadilan, melainkan melalui UU ITE justru membuat pihak 

perempuan menjadikan pihak seperti yang disudutkan atau dikriminalkan.15 

 Kebijakan dalam menanggulangi cyberbullying berkenaan dengan kebijakan 

kriminal, yang meliputi bidang kebijakan pidana (kebijakan pencegahan 

kejahatan) maupun non penal policy. Menurut Barda Nawawi Arief, Dilihat dari 

segi strategi pidana, upaya pemberantasan cyberbullying tidak bisa dilakukan 

hanya dengan peraturan pidana (sarana pemasyarakatan), namun juga harus 

dilakukan dengan metodologi yang sangat diperlukan/sengaja..16 

2.2 Tinjauan Umum terkait Penegakan Hukum 

 Dengan mengenal dari beberapa istilah diluar penegakan hukum yakni 

dengan “penerapan hukum” tetapi seperti diketahui istilah penegakan hukum yang 

sangat sering terdengar digunakan dengan seiringan waktu maupun di waktu yang 

akan mendatang istilah tersebut mungkin akan dijadikan istilah yang diciptakan 

atau dasar. Dalam bahasa luar dikenal juga beberapa istilah seperti 

rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda), kepolisian, (Amerika).17 Menurut 

ahli penegakan hukum Sebagai rangkaian penyelesaian nilai pada tahap akhir, 

penegakan hukum merupakan kegiatan berkesinabungan hubungan antara nilai-

 
 

15 Polkam.go.id, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dorong Revisi UU ITE, diakses pada 18 
Juni 2024 
16 Cyberbullying pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang 
Undang-Undang No. 11 Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana 
Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan 
Sihotang, Ariyono 
17 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2001, Hal. 22. 
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nilai yang diperoleh dalam aturan hukum, pandangan kokoh, serta sikap dan 

perilaku untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram.18 

 Sedangkan, menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan perspektif 

dari sudut subjeknya yakni dengan makna dalam arti sempit dan arti luas. Dalam 

arti luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas 

atau kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dari sudut pandang 

yang terbatas, aparat hanya diarahkan sebagai pekerjaan dalam upaya penegakan 

hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa standar yang sah atau 

pedoman hukum terus berjalan sebagaimana mestinya. 

 Bila dilihat dari sudut pandang pokok bahasannya, khususnya dari perspektif 

hukum. Dalam sudut pandang yang lebih luas, penegakan hukum berfokus pada 

asas-asas keadilan yang mendasari aturan dan praktik formal masyarakat. Dalam 

pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada cara-cara yang 

dengannya peraturan tertulis formal dapat ditegakkan.19 

 Dasar hukum nya berada dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut menjadi bentuk 

penegasan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.20 

 
 

18 N. Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi 
Hukum, 2022 
19 Buku Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. 
20 Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang 
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Mufti Khakim 
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 Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua sebagaimana yang 

dikemukakan Satjipto Rahardjo: 1. Hanya peraturan perundang-undangan yang 

dapat digunakan untuk melihat penegakan hukum, yang dipandang sebagai 

langkah logis berikutnya dalam proses pembuatan undang-undang; 2. Penegakan 

dengan manusia selama masa berlaku peraturan perundang-undangan tersebut 

bekerja. 

 Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai kegiatan yang 

berhubungan antara nilai-nilai yang telah ditransformasikan menjadi prinsip dan 

sikap kokoh untuk bertindak sebagai kerangka yang menghasilkan nilai untuk 

menciptakan, memelihara, dan memelihara keadilan pada tahap akhir. 

 Adapun faktor-faktor yang mempegaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah: 

 a) Unsur hukum, yang sebenarnya berbentuk Undang-Undang. Perintah 

tertulis umum dari pemerintah pusat atau daerah yang sah dikenal sebagai undang-

undang; 

 b) Faktor pihak juga membuat serta yang menegakkan hukum atau lembaga 

penegak hukum; 

 c) Faktor pendukung fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum; 

 d) Faktor masyarakat, dari lingkungan setempat dan kelompok tempat 

peraturan hukum diterapkan atau akan diiterapkan; 
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 e) Faktor kebudayaan, merupakan hasil prakarya, cipta dan rasa berdasarkan 

kehidupan manusia dalam integrasi kehidupan melalui keterpaduan kerja, 

kreativitas dan perasaan.21 

 Dengan Implementasi teori menurut Edward dan Emerson, menjelaskan 

bahwa terdapat empat indikator berpengaruh dalam implementasi kebijakan 

publik atau strategi, antara lain; kesesuaian atau kejelasan data, konsistensi data, 

aksesibilitas aset dalam jumlah dan kualitas tertentu, mentalitas dan tanggung 

jawab. Adapun unsur-unsur yang memberikan pengaruh didalam penegakan 

hukum menurut Lawrence Meir Friedman yakni : 

1. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan dasar hukum, norma yang sah, dan 

pedoman hukum yang sah, baik dengan tersusun maupun tidak tertulis, termasuk 

dalam putusan pengadilan. 

2. Struktur hukum adalah menyeluruh instusi penegakan hukum, beserta aparatnya 

dengan mencakup : kepolisian bersamaan polisinya, kejaksaan bersamaan para 

jaksanya, kantor-kantor pengacara bersamaan para pengacaranya, dan pengadilan 

bersama kewenangan yang ditunjuknya. 

3. Budaya yang sah adalah kecenderungan, perasaan, perspektif, dan pendekatan 

untuk bertindak, baik dari pelaksana peraturan atau spesialis administrasi maupun 

dari orang-orang. Substansi dalam hal bahan dan instrumen serta alat tidak cukup 

untuk menjalankan keseluruhan perangkat hukum. Oleh karenanya Lawrence M. 

 
 

21 Soerjono, Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2014. Hlm 8. 
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Friedman menggarisbawahi kepada pentingnya budaya hukum yang sah (legal 

culture). Keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum pada tiga 

komponen yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai proses penegakan 

hukum. Pokok-pokok penegakan ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch (1878-1949) Bagian-bagian penting 

dalam pemahaman dan menegakkan hukum secara baik. Adapun bagian khusus 

substansi hukum yang menjadi kesesuai tujuan yang ingin dicapai, dengan tujuan 

agar kedudukan keseimbangan atau tujuan adalah menonjolkan dan memilih 

substansi hukum..22 

 
 

22 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 
163. 
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2.2.1 Penegakan Hukum sebagai bentuk Tindak Pidana Khusus 

Menurut Wayne La Favre, Proses penegakan hukum dengan awalan 

sebagai pelaksanaan diskresi, yang berarti pengambilan keputusan dipengaruhi 

oleh penilaian pribadi dan bukan pedoman hukum yang ketat.23 Penegakan hukum 

berhubungan erat dengan aparatur penegak hukum yang ada di indonesia. 

Menurut Drs, Petrus Hardan dalam laman Lemhannas menerangkan jika di 

indonesia terdapat empat pilar sebagai penopang dari penegakan hukum yakni 

kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarkatan.24 Dalam Pasal 5 ayat 1 

”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang 

sah”. Jadi sejauh menyangkut penentuan strategi pembuktian lanjutan, Bhudhi 

Kuswanto, S.H. mengartikan sebagai berikut:: 

1. Saksi ahli yang berguna untuk memahami wawasannya mengenai kasus yang 

berada di persidangan saat dilakukan keterangan ahli. 

2. selanjutnya Penyidik dari Polisi harus menggandakan data atau informasi 

elektronik yang berkaitan dengan perangkat berbeda, kemudian bukti digital harus 

dihadirkan di muka persidangan atau dalam pengawasan tetap pengadilan. 

3. Lalu saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti untuk menjadi 

pertimbangan hakim. 

 
 

23 Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, 
Afrinald Rizhan 
24 https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-
lt6230538b64c71/ 
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 Dengan alat bukti yang dapat dikatakan sah menurut penanganan dalam 

perkara cybercrime diharuskan adanya bukti sebagai bentuk dari alat bukti yang 

didapatkan menjadi hal dipertanggungjawabkan dalam memberikan kedudukan 

yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mebuat putusan misalnya bisa 

berbentuk digital, yang ada pada peraturan di Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sedangkan alat bukti digital menyimpan informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik dalam pemenuhan persyaratan formil dan syarat 

materiil.25  

 Adapun pemberantasan dalam kasus kejahatan digital ini yang telah 

dikemukakan oleh Arief, “Pendekatan kebijakan,” dalam artian bahwa politik 

penal (represif) dan sosial (preventif) merupakan satu kesatuan, begitu pula 

tindakan penal (preventif) dan penal (represif).26 Menurut Soedarto, keterkaitan 

antara penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana dengan 

strategi pengaturan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana tidak dapat 

dipisahkan. Sehubungan apa yang menjadi maksud, maka dalam mewujudkan 

pola politik dalam hukum pidana berarti menyelenggarakan penilaian dan 

pemilihan untuk mendapatkan hasil perundang-undangan pidana dengan hasil 

terbaik, dengan arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tujuan utama 

pendekatan non-penal adalah mengubah kondisi sosial tertentu, tetapi juga secara 

tidak langsung memengaruhi kesalahan yang mengarah pada kejahatan. 

 
 

25 Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Tindak Pidana Kejahatan 
Mayantara (cybercrime), VogenL.M.T.Mantik, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaja 
26 M. Mamun, M. Hasanuzzaman, Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, 
Conversion and Management, 2020 
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 2.2.2 Penegakan Hukum Siber 

 Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa 

ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus siber menjadi penyebab 

maraknya kejahatan siber. Menurut Andi Hamzah (1989) mengatakan bahwa 

cybercrime diartikan kejahatan dalam industri komputer yang umumnya berarti 

penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan dunia maya menurut The U.S. 

Dept.of Justice, "kejahatan komputer" adalah tindakan ilegal apa pun yang 

memerlukan pemahaman tentang teknologi komputer untuk tujuan tindakan 

kejahatan, penyidikan, atau penuntutan. 

 Dalam memperlakukan suatu ruang yang dapat memisahkan antara dunia 

nyata dengan dunia maya sehingga dengan menerapkan hukum yang berbeda 

untuk itu menangani kegiatan cyber ini dengan sifat virtual, tetapi tergolong 

sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata menurut Ahmad M.Ramli dkk. 

Sebelumnya dalam membagi ruang lingkup cyberlaw menurut Jonathan Rosenoer 

(1997) dengan beberapa diantaranya adalah: Copy Right (hak cipta), Trademark 

(hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan 

agama, hinaan dan fitnah), Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornografi 

dan Perampokan (pencurian melalui internet).27  

 Adapaun karakteristik-karakteristik menurut Menurut Freddy haris, 

cybercrime yang menjadi bagian dari tindak pidana sebagai berikut : 

 1. akses yang tidak disetujui (dengan maksud mendapatkan ruang kejahatan). 

 
 

27 Persepktif Hukum Indonesia (Cyberlaw) penangan kasus cyber di indonesia, Riko Nugraha 
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 2. pemusnahan atau modifikasi data tanpa izin 

 3. Memperlambat atau membahayakan tugas PC. 

 4. Membatasi atau mencegah akses komputer. 

 Seringkali sulit untuk menangkap pelanggar di dunia maya karena hukum dan 

pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas pelanggar dan tindakan 

hukum yang terjadi, meskipun dampak pelanggaran sebenarnya memiliki 

implikasi hukum di Indonesia. Darrel Menthe mengatakan ada tiga macam 

yurisdiksi dalam hukum internasional: 

 1. Legislative Authority (kewenangan untuk membuat undang-undang) 

 2. Legislative Enforcement Yurisdiksi (yurisdiksi penegakan hukum) 

 3. Suitability yurisdiksi (kewenangan untuk memerintah).28  

 Menurut Darrel Menthe, dari yuridiksi ini butuh bagian prinsip-prinsip yang 

dapat jelas dan berakar dari hukum internasional sehingga negara-negara dapat 

mendapatkan mengadopsi pemecahan masalah terhadap yuridiksi internet. 

Dengan kewenangan yang dapat mengontrol kegiatan dalam dunia internet 

menurut pendapat David R. Jonshon dan Davis G. Post, Barda Nawawi Arief 

menuliskan ada empat kualifikasi saling bersaing yaitu :  

1. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh badan-badan hukum yang ada. 

 
 

28 Wikipedia.org, Hukum Siber, diakses pada 22 juni 2024 
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2. Pengendalian publik untuk mencapai kesepakatan damai dengan administrasi 

internet. 

3. Pembentukan organisasi global yang akan menggunakan teknologi mutakhir 

untuk secara khusus menangani masalah-masalah dunia maya. 

4. Pemerintah atau panduan mandiri oleh klien web. 

 Jadi berdasarkan teori-teori diatas dengan penegakan hukum dapat 

disimpulkan sebagai berikut : penegakan hukum berperan penting dalam 

menanganin sebuah tindak pidana yang telah diatur secara undang-undang untuk 

memberikan keadilan, kepatian dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban 

dapat merasakan dampak yang baik atas semua yang terjadi untuk itu diharapakan 

bagi aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan pengaturan 

hukum yang telah berlaku dan tidak memberikan pemberatan kepada sepihak. 

Sehingga formulasi dari penelitian ini adalah dengan norma yang hasilnya adalah 

sebagai upaya dari bentuk keadilan yang telah diperoleh dari norma penegakan 

hukum dengan penjelasan diatas. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penegakan hukum dalam menindak pelaku cyberbullying 

dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 

566/Pid.Sus/2022/PN Mlg 

 berdasar penegakan hukum adanya usaha dalam aktivitas tetap atau konsisten 

untuk terciptanya penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi pencari 

keadilan. Dalam suatu praktik penegakan hukum didalamnya harus berisi penegak 

hukum yang dapat memberikan cerminan dari penglihatan kacamata masyarakat 

bahwa pada setiap penegak hukum harus memberikan keadilan dengan kepastian 

hukum. Penegakan hukum adalah upaya dalam menegakkan keadilan, kesadaran 

hukum dan kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan dari norma hukum yang 

berwujud sehingga tingkah perilaku berkehidupan sesuai dengan norma yang telah 

berlaku.29 Kegiatan berkaitan dengan hubungan antar nilai yang diberikan ke 

dalam aturan dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai serangkaian penjelasan nilai 

tahap akhir, secara konseptual merupakan inti dan makna penegakan hukum. Hal 

ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian 

di lingkungan masyarakat. 

 
 

29 Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of 
Human Resource Development), Wicipto Setiadi 
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 Dalam hal penegakan tersebut meliputi pokok yang memberikan sinergi 

dalam ketiga pilar; peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya 

hukum masyarakatnya. Untuk itu faktor penegak hukum penempatannya di titik 

sentral yakni penyebabnya adanya Undang-Undang yang disusun oleh aparat 

penegak hukum sebelum dilaksanakan, dan aparat penegak hukum dipandang 

sebagai kelompok yang seharusnya menjadi panutan hukum bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 

 Hal tersebut diatur agar memberikan penegakan regulasi untuk memberikan 

perasaan bahwa semua dalam keadaan terkendali, dinilai secara pikiran maupun 

fisik dari pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak mana pun, 

hal ini karena pengaruh kejahatan dunia maya ini sangat luas dan menimbulkan 

kerugian. Kejahatan ini akan berkembang dan menimbulkan dampak yang 

menghancurkan bagi kehidupan masyarakat jika tidak ditangani sejak dini. 

 Adanya masalah baru timbul dalam bermedia sosial yakni kegiatan 

perundungan atau cyberbullying yang banyak dilakukan sebagian individu dalam 

bermedia sosial ini merupakan tingkah laku buruk yang dapat berakibatkan tindak 

pidana. Bullying dibagi menjadi 2 macam yakni secara verbal maupun non-verbal. 

Secara verbal sering kali dilontarkan dengan kata-kata yang berisi ancaman, 

memeras maupun mengejek kejelekan pada korban. Sedangkan bullying secara 
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non-verbal dilakukan secara tidak langsung atau dapat dilakukan dalam bermedia 

sosial dengan akun palsu atau alamat kontak gelap.30  

 Bullying dapat dilakukan diberbagai tempat dan dengan kondisi apapun. 

Cyberbullying adalah perilaku agresi yang timbul dari pengguna media sosial 

yang secara segaja dilakukan atau sering diulang-ulang dengan maksud menyakiti 

korban. Peran penegak hukum dalam menyelesaikan kasus cyberbullying sendiri 

ini masih sedikit sekali ditemukan karena selalu dianggap remeh dan dapat 

diselesaikan secara baik-baik atau dianggap selesai padahal dampak yang 

diberikan kepada korban berkepanjangan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini subjek yang dipilih merupakan 

penegakah hukum terhadap pelaku dengan ancaman kekerasan yang tertera pada 

putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg. Dalam penelitian pelaku bernama 

Valcheinzsko Keanu Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada 

korban yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra 

Octavia maka dalam penelitian ini ditemukan perwujudan dari penegakan hukum 

untuk mewujudkan korban sebagai perlindungan hukum berikut uraian dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Dasar Hukum Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU 

RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

 
 

30 Detik.com, Pengertian Bullying : Jenis, Dampak, Penyebab dan Cara Mengatasinya, diakses 
pada 2 juli 2024 
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Transaksi Elektronik. 

Tuntutan JPU Pertimbangan Hakim Hasil akhir/ Putusan 

Menyatakan terbukti 

bersalah melakukan 

tindak pidana Pasal 

45B UU RI No. 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan 

atas UU RI No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Jo Pasal 29 UU RI 

No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

 

Hakim menimbang 

unsur-unsur dalam pasal 

yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum : 

1. Barangsiapa; 

2.Dengan sengaja dan 

tanpa hak mengirimkan 

Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen 

Elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang 

ditujukan secara pribadi;  

Terdakwa dinyatakan 

telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang telah 

didakwakan dalam 

dakwaan Penuntut Umum 

 

Menjatuhkan pidana 

penjara 2 (Tahun) 

terhadap Terdakwa 

Hal yang meringankan : 

Terdakwa mengakui dan 

menyesali perbuatannya; 

Hal yang memberatkan 

: 

1. Perbuatan Terdakwa 

meresahkan masyarakat; 

2. Terdakwa pernah 

dihukum; 

Dengan menjatuhkan 

pidana penjara 2 (Tahun) 

terhadap Terdakwa 

TABEL 3. 2 Penegakan Hukum dengan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn 
Mlg 

 Menafsir dari dasar hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan 

unsur-unsur : 
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1. setiap orang; 

2. dengan sengaja; 

3. tanpa pilihan untuk mengirim atau menahan bahaya kekejaman atau teror. Ini 

berarti bahwa hal itu dapat berupa bahaya fisik, mental, atau kemalangan material. 

Contoh kejadian yang sering terjadi dengan seseorang yang mana mengirimkan 

pesan atau gambar yang menakutkan atau mengancam seseorang. 

 4. ditujukkan secara pribadi. Dengan maksud harus ditujukan kepada individu 

tertentu dan bukan kepada umum. Hal itu menyebabkan serangan pribadi yang 

dapat menyebabkan rasa takut atau ketakutan yang nyata. 

 Dengan proses penegakan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan 

teori dari Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan meninjau dari sudut 

subjeknya yakni dengan makna berasal dari arti sempit dan arti luas. Berdasar arti 

luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas atau 

kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, 

pengaturan penegakan hukum hanyalah upaya yang dilakukan oleh sebagian 

aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa norma atau aturan 

hukum terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan hasilnya dari pada putusan 

peneliti menilai merupakan kepastian hukum yang memastikan bahwa hakim 

memberikan kepastian hukum dapat diandalkan sehingga masyarakat merasa 

aman dan telindungi oleh hukum.  

 Didalam proses putusan oleh hakim dalam proses memutuskan suatu perkara 

dengan mengacu pertimbangan yuridis yang aspek nya berdasarkan pada unsur-
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unsur tindak pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, fakta dalam 

persidangan, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana yang 

sebagian juga menggunakan pertimbangan nonyurisdiksi, teori keseimbangan, 

teori kebijaksanaan, pembuktian, landasan teoritis dan praktik dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek tersebut hakim mengeluarkan putusan yang 

dianggap adil dan sesuai dengan hukum serta nilai-nilai yang hidup berkembang 

dalam masyarakat. 

 Barda Nawawi Arif mengibaratkan kekuasaan hukum sebagai kemampuan 

untuk "menghakimi" secara adil, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (perubahan) menggarisbawahi/menonjolkan pengertian 

kekuasaan hukum dari sudut pandang yang terbatas. Kekuasaan kehakiman 

merupakan menjadi bagian upaya dari kekuasaan negara, melihat dari sudut 

pandang teoritis maupun praktis tentang bagaimana negara itu dijalankan. 

 Kekuasaan kehakiman harus mandiri dengan maksud independen tersebut, 

ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, 

sebagai berikut : 

1. Kekuasaan hukum sebagai dari kemampuan bebas untuk mengatur keadilan 

guna menjaga ketertiban dan keadilan. 

2. secara lingkungan dalam peradilan umum, didalam peradilan agama, peradilan 

militer, termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah 

Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman. 
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3. Berbagai badan yang kemampuannya berhubungan dengan kekuasaan hukum.31 

 Dengan faktor-faktor dari proses putusan yang mempengaruhi kekuasaan 

kehakiman dinilai dari : 

Faktor internal dapat muncul disebabkan dari diri hakim dan berkaitan langsung 

dengan lembaga peradilan Meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Integritas 

Moral, Pendidikan dan Keahlian, dan Kesejahteraan. Adapun faktor eksternal 

yakni faktor yang berada diluar pengadilan dan dapat mempengaruhi proses dari 

penyelenggaraan peradilan. Meliputi : Peraturan Perundang-Undangan, Intervensi 

dari Pihak Lain, Hubungan Hakim dengan Penegak Hukum, Kebijakan dan 

Kebiasaan.32 Dari hasil putusan yang peneliti teliti dapat penjelasan uraian 

dibawah ini : 

Pertimbangan Hakim yang mempengaruhi putusan : 

1. Pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan 

penggeledahan tehadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 

buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna 

putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau 

kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa; 

 
 

31 Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Dachran Busthami, 2017 
32 Nasution, Siti H., Imran., Firzhal A.J.,Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, 2023 



38 
 

 

2. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap Irene 

Debra Octavia oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra 

Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia; 

3. kronologi singkat, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa 

dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan 

nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui 

Pesan Whatsapp yang berisi ancaman oleh karena ajakan dari Terdakwa tetap 

tidak dihiraukan oleh Irene Debra Octavia, selanjutnya pada tanggal 11 September 

2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra 

Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-

kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu 

akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-

segan menghabisimu, dan hari harimu akan penuh dengan balasanku tiada 

hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata”; 

4. Alasan Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp tersebut kepada Irene 

Debra Octavia agar mau dan menuruti keinginan dari Terdakwa yang 

mengajaknya keluar dan menjalin hubungan pacaran; 

5. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut membuat Irene Debra Octavia merasa 

takut dan merasa terancam atas whatsapp yang dikirim Terdakwa kepada Irene 

Debra Octavia; 

 Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian 

maka unsur yang tercantum dalam pasal Persyaratan telah dipenuhi dengan 
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mengirimkan informasi pribadi dan/atau dokumen elektronik yang memuat 

ancaman kekerasan atau intimidasi secara sengaja dan tanpa izin terbukti sah 

menurut hukum; Adapun Dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim tidak 

menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan kewajiban pidana baik 

sebagai legitimasi maupun sebagai potensi alasan pembenar, dengan cara 

demikian mengarah kepada keyakinan Majelis Hakim terhadap tanggung jawab 

Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara hukum 

dan diyakinkan bersalah atas perbuatan melawan hukum yang telah didakwakan 

dalam dakwaan dari Penuntut Umum; 

 Selanjutnya, Menurut peneliti dari hasil kasus dalam putusan yang telah 

dijabarkan tersebut dapat diketahui sebagai penegak hukum dengan proses dalam 

penegakan hukum untuk mewujudkan adanya kepastian dan kekuatan hukum 

mengikat untuk sebagai proses pertanggungjawaban pidana dalam tindakan 

cyberbullying dengan ancaman kekerasan yang telah terbukti secara sah dilakukan 

pelaku melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, setiap dari suatu perbuatan 

yang memiliki unsur pidana sudah dapat dipastikan secara jelas terbukti 

melakukan tindak pidana maka akibatnya dengan memenuhi pertanggungjawaban 

agar penerapan dalam penegakan hukum dapat di proses dengan tepat sesuai 

pengaturannya. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan suatu bentuk dari 

penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum dengan proses yang 

berdasarkan aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 Dalam beberapa kasus, polisi di Indonesia memastikan ketertiban dalam 

penerapan hukum, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa, dan 
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pelaku kejahatan menerima hukuman. Penegakan hukum di Indonesia juga 

penting untuk menjaga keadilan lingkungan, membangun lingkungan hukum 

dengan kuat, dan menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan nasional. 

Mengingat semenjak tindak kejahatan dalam media sosial ini yang sangat mudah 

tersebar dan jejak digital yang selalu ada hingga kapanpun. Diperlukannya 

bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lingkungan sekitar harus sejalan 

dengan peran aparat penegak hukum dalam memberantas kasus kejahatan 

teknologi seperti cyberbullying ini dengan memanfaatkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas hukum yaitu : Faktor hukumnya sendiri, Faktor 

Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang menjadi wadah penegakan 

hukum, dan terakhir faktor kesadaran hukum dari masyarakat.33 Berdasar putusan 

yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut peneliti tidak menyetujui 

dikarenakan pelaku telah melakukan residivis seharusnya hukuman lebih berat 

karena telah mengulangi perbuatan namun hasil pada penegakan hukum nya 

kurang.

 
 

33 Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, Galih Orlando, 2022 
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3.2 Bentuk Penegakan Hukum dalam menindak Pelaku 

Cyberbullying dengan ancaman kekerasan sesuai pada 

Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg 

 Dengan tujuan pada penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai 

dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat 

mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka 

kepentingan bersama.34 Untuk itu akibat hukum pelaku cyberbullying dengan 

pengaturan hukum yang telah dijelaskan diatas dengan dasar hukum yang secara 

umum diatur yakni Pasal 27 UU ITE.  

 Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan lembaga-lembaga 

seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat. Mereka 

memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kepastian 

hukum di mata masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia juga dihambat oleh 

beberapa faktor, seperti undang-undang yang tidak memadai, korupsi, dan 

diskriminasi, yang mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses 

penegakan hukum.35 

 
 

34 Indonesia, Komisi Yudisial Republik, Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia, Jakarta: 
Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014, hlm.65. 
35 Hukum online.com, Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia, diakses pada 
22 juni 2024 
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 Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan secara jelas di setiap tindakan dalam 

melaksanakan penegakan hukum dan perlu diadakan reformasi penegakan hukum 

yang lebih efektif dan efisien. Pada perbuatan dengan contoh kasus seperti 

Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg pelaku bernama Valcheinzsko Keanu 

Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada korban yang sekaligus 

menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra Octavia yang merasa 

ketakutan atas tindakan pelaku dengan mengirim pesan online berisi ancaman 

karena saksi sering menolak ajakan terdakwa untuk jalan-jalan keluar sehingga 

membuat terdakwa marah dan sakit hati. Dengan hasil putusan yang sesuai 

dengan pengaturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 Maka proses dalam penegakan hukum dengan hasil secara normatif sebagai 

berikut : 

1. Tuntutan JPU dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

Pidana melanggar Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 

29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan 

hakim memutus mengadili sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. 

2. Sanksi yang sesuai aturan dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 yang 

berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
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tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

juta rupiah). Namun putusan hakim sedikit meringankan dengan yang seharusnya 

pada bunyi pasal tersebut. 

3. implementasi akhir dari putusan adalah dengan Menyatakan Terdakwa 

Valcheinzsko Keanu Nanlohy tersebut diatas telah dinyatakan bersalah secara 

hukum dan berat karena melakukan tindakan yang disengaja tanpa hak untuk 

mengirim informasi elektronik pribadi yang berisi ancaman kekerasan, dan 

dijatuhi hukuman penjara dua tahun. 

Indikator Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman 

Terhadap Kasus dalam Penelitian ini 

Substansi Hukum Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang 

dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan 

secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 

Struktur Hukum JPU memberikan dakwaan berupa Terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana 

penjara 2 Tahun 

b. majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana 

penjara 2 Tahun sesuai dengan tuntutan JPU 

C. Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kota Malang mempertimbangkan 

sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga 

pelaku mendapatkan kepastian hukum yang sesuai 

dengan pengaturan hukum 

Budaya Hukum Kurangnya kepatuhan hukum oleh masyarakat awam 

dengan tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan 

pada perangkat digital dalam mematuhi peraturan 

perundang-undangan seperti : Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur 

segala tindakan dalam dunia teknologi.  

TABEL 3. 3 klasifikasi dari Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence 

 

 Untuk itu perlindungan pada korban perempuan harus ditegakkan secara adil 

dan dapat memberikan kemanfaatan maupun kepastian hukum mulai dari siklus 

pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dakwaan dan penilaian di pengadilan 

sehingga perempuan dapat diperhatikan kebutuhannya dengan maksud mencari 

keadilan atas dirinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak 

keberlangsungan dalam hidup korban sehingga penegakan hukum dalam UU ITE 
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lebih diperhatikan dan di pertegas untuk dapat penyelesaian yang menjadi titik 

terang hidup para korban. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tindak 

pidana dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik tidak hanya 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana namun diartikan sebagai delik aduan. 

Sepenuhnya bermaksud untuk mengesahkan pelanggaran yang dituduhkan guna 

menciptakan kesesuaian dalam standar kepastian hukum dan rasa keadilan di mata 

publik.36 

 Maka implementasi dihasilkan karena ada proses penegakan hukum dari 

putusan tersebut oleh aparat penegak hukum yang harus mempertimbangkan 

aspek kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dengan 

adanya perlindungan hukum yang sesuai, penegakan hukum dapat lebih efektif 

dalam mencegah dan menghentikan tindak pidana cyberbullying yang melibatkan 

ancaman kekerasan dengan didukung kekuasaan kehakiman yang komprehensif 

dan efektif dalam mewujudkan keadilan terhadap korban serta memastikan 

kepastian hukum bagi pelaku.  

 

 

 

 
 

36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 1. proses penegakan hukum dalam putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg  

dengan pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum bagi 

pelaku berdasar fakta-fakta dalam persidangan secara sah melakukan tindak 

pidana maka dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum. 

 2. Kekerasan yang sering terjadi termasuk ancaman kekerasan terhadap 

perempuan menjadi masalah yang serius dan masih terus menerus terjadi di 

indonesia. Banyak perempuan yang mengalami ancaman kekerasan namun 

mereka memilih untuk diam karena rasa aib atau takut akan ancaman pelaku 

kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi 

dengan melihat contoh kasus pada putusan yang menjadi fokus peneliti dapat 

diatasi memberikan penegakan hukum pada pelaku dan menciptakan keadilan 

bagi korban. 

 

B. Saran 

1. Diperlukan adanya payung hukum yang benar-benar menegaskan dalam 

mengatur secara rinci mengenai kualifikasi dalam unsur cyberbullying 

sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal.  
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2. Para korban terkhususnya perempuan diperlukan menyadari diri bahwa 

mereka tidak sendirian dan harus lebih membuka diri dengan bekerjasama 

memperjuangkan hak-hak mereka serta mau dirangkul untuk 

disembuhkan. 
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